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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penyusun dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Implementasi hukuman disiplin bagi warga binaan pemasyarakatan yang 

melanggar tata tertib di LAPAS Kelas IIA Padang adalah sebagai berikut :  

a. Bagi pelanggar disiplin tingkat ringan yang dilakukan oleh 

narapidana, pemberian sanksi disiplinnya berupa Peringatan Teguran, 

b.  Bagi pelanggar disiplin tingkat sedang, sanksi disiplin yang 

diberikan berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan, dan 

c. Bagi pelanggaran disiplin tingkat berat untuk narapidana yang diduga 

melakukan pelanggaran berat, maka akan dilaksanakan pemeriksaan oleh 

petugas, yang kemudian hasil dari pemeriksaan akan dijadikan bahan 

rekomendasi untuk dilaksanakan sidang TPP, kemudian dari hasil 

sidang TPP tersebut akan diserahkan kepada Kepala LAPAS Padang 

sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi disiplin. Untuk 

sanksi disiplin yang diberikan kepada pelanggaran tingkat berat ini 

berupa penempatan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan bisa 

diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari dan untuk kepentingan 

keamanan bisa dipindahkan ke LAPAS lain. 

2. Kendala-kendala yang dihadapi LAPAS Kelas IIA Padang dalam 

melakukan pembinaan bagi Narapidana  yang berimplikasi pada pelanggaran 
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disiplin tidak menemui kendala yang begitu berarti, hal ini disebabkan karena 

adanya sinergi antara Petugas Lapas dengan Narapidana yang baik serta 

berimbangnya jumlah personil Petugas Lapas dengan jumlah  Narapidana, 

yang menyebabkan tidak adanya titik kendala yang berarti di Lapas Kelas IIA 

Padang. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, 

maka penyusun memberikan saran sebagai berikut : 

a. Disarankan Kepada LAPAS Kelas IIA Padang agar lebih tegas lagi 

dalam menerapkan sanksi/hukuman disiplin terhadap narapidana yang 

melanggar tata tertib LAPAS sebagaimana yang telah diatur didalam 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 

tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan 

Negara sehingga dapat menimbulkan efek jera kepada warga binaan 

pemasyarakatan agar tidak lagi melanggar peraturan tata tertib LAPA
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